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Sumber gambar: 

https://www.kanalkalimantan.com/pemprov-kalsel-bangun-infrastruktur-2024-ini-proyek-

yang-dilelang/ 

 

Dalam upaya meningkatkan konektivitas wilayah Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

(PUPR) Kalsel ada beberapa program proyek strategis pembangunan infrastruktur untuk 

2024. 

Fokus program yang dilakukan tersebut adalah pembangunan jembatan, jalan, 

jaringan irigasi, dan jaringan air bersih.Salah satu proyek strategis tersebut adalah 

pembangunan Jembatan Pulau Laut yang sedang memasuki tahap Rencana Studi 

Kelayakan kondisi jembatan Eksisting. 

“Diharapkan jembatan pulau laut dapat secepatnya dikerjakan. Apalagi jembatan 

ini menghubungkan dua daerah yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 

Kotabaru,” kata Kadis PUPR Kalsel, Ahmad Solhan melalui Sekretaris Dinas PUPR 

Kalsel, Andri Fadli, Jumat (1/3/2024). 

Tak hanya jembatan, Kata Andri proyek strategis lain dibidang Bina Marga adalah 

Pembangunan Jalan Hayupi dengan total anggaran Rp33.119.270.500 dan panjang jalan 

yang akan dibangun mencapai 12,58 km. 

Sedangkan pembangunan Jembatan Kintamani 1 masuk tahap lelang dengan total 

anggaran Rp25.000.000,00 miliar dengan panjang bentangan jembatan 60 meter, lebar 6 

meter, dan menggunakan rangka baja 60 M Klas. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Bangun Infrastruktur 2024,
 Ini Proyek yang Dilelang  
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Di bidang Cipta Karya, terdapat dua proyek strategis. Pertama, pembangunan 

Sarpras Gelanggang Olahraga Kawasan Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan dengan 

anggaran Rp33.988.613.100 yang sedang dalam progres proses lelang. 

Kedua, pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU Banjarbakula) Kab. 

Barito Kuala dengan anggaran DAK sebesar Rp49. 999.998.999. 

Sedangkan di bidang Sumber Daya Air, terdapat tiga proyek strategis, yakni 

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Rawa Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan 

anggaran DAK sebesar Rp11.548.913.000,00 yang sedang dalam progres perlengkapan 

lelang E-Catalogue. 

Kedua, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Antasan Tanipah Kabupaten Banjar 

dengan anggaran Rp17.000.000.000,00 yang juga sedang dalam progres perlengkapan 

lelang E-Catalogue. Ketiga, Tanggul Martapura Kabupaten Banjar dengan anggaran 

Rp10.000.000.000,00 juga memasuki tahap persiapan lelang E-Catalogue. 

Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi hal utama bagi 

kemajuan suatu wilayah. Dengan adanya proyek strategis tersebut, diharapkan dapat 

membantu meningkatkan konektivitas dan mempercepat percepatan pembangunan 

ekonomi dan sosial di Kalimantan Selatan. 

“Kita patut mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur ini 

sebagai bentuk dukungan perbaikan kualitas hidup, dan sebagai langkah untuk mencapai 

kesejahteraan yang lebih baik,” kata Andri. 

 

Sumber berita: 

1. https://www.kanalkalimantan.com/pemprov-kalsel-bangun-infrastruktur-2024-ini-

proyek-yang-dilelang/, 2 Maret 2024.  

2. https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/03/01/2024-pemprov-kalsel-akan-

bangun-beberapa-infrastruktur-strategis/, 1 Maret 2024. 

 

Catatan: 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 

 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 
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 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 

 Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 


